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RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

Menimbang

bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KEEMPAT
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 197 /PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV /2020
huruf a dan b yang menyatakan Rencana Strategis
Komigi Pemilihan Umum  Tahun  2020-2024
sebagaimana dimaksud dalam [iktum KESATU
menjadi pedoman penyusunan rencana strategy unit
eselon /1l dan satuan kerja di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum dan penyusunan rencana kena di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

bahwa untuk mewujudkan penvelenggaraan Pemilihan
Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupath dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota yang lehih berkualitas, demokratis,
damai, jujur dan adil yang sesual dengan Rencana
Fembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi
Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam houruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Tahun 2020-2024;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4721);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang MNemor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2656| sebagaimana telah beberapa kali diuhah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali
hota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2016 Nemor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 196);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10};

Peraturan Komist Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tupas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota,;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Republik
Indonesia Nomor 197/PR.O1.3-Kpt/01/KPU/IV /2020
tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum
Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMIS]I PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUNGO TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM EKABUPATEN BUNGO TAHUN
2020-2024.

Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan
Umum  Kabupaten Bunge tahun  2020-2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
vang merupakan bagan tidak terpisahkan dan
Keputusan Imi.

Rencana Strategis Komisi Pemilhan Umum Kabupaten
Bungo tahun 2020-2024 sebapaimana dimaksud
dalam [hktum KESATU merupakan dokumen
perencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5
(lima] tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai
dengan tahun 2024,

Rencana Strategias Komisi Pemnilihan Umum Kabupaten
Bungoe Tahun 2020-2024 scbagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU meliput



KEEMPAT

KELIMA

a, Viai, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bungo tahun 2020-2024

. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi,

kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bungo tahun 2020-2024

. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bunge tahun 2020-
2024

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum kabupaten
Bungo tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU menjadi pedoman :

a. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bungo

. Penyusunan dan koordinasi rencana

program/kegiatan  di  lingkungan — Komisi
Pemilithan Umum Kabupaten Bunge dan
pemangku kepentingan lainnya

. Pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi

antara PETENCATIAAT, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan program,/kegiatan
di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Rabupaten Bunge dan;

. Penggunaan sumber dayva secara efektif, efisien,

berkeadilan dan berkelanjutan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 15 Jum 2020




KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang stretegis
melalui penetapan program dan kegiatan vang tepat. Perencanasn vang bersifat strategis merupakan
acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan Pemaniauan monitonng
dan mengevaluasi program sgar sasaran kegiatan vang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektir
dan efisien,

Rencang Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2020-2024
merupakan pedoman selama lima tahun ke depan sena panduan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo. vang disusun dengan mempertimbangkan
perubahan  hingkungan strategis, terutama  menyanghut potersi. peluang, tantangan dan
permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo. Renstra dirumuskan
untuk menjadi arahan bugi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo dan peam
Pemangku Kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasamn vang telah ditetapkan.

Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo ini disusun dengan herpedoman pada
Renstra Komisi Pemilihan Umum dan beorientasi untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan
pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan Mengingat hal terscbul, maks semua it
kena, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo harus melaksanakannya secara
akuntabel dan senantiasa beronentasi pada pemingkastan Kinega: Untuk memjamm  keberhasilan
pelaksanaannya dun mewwpudkan pencapaian Visi Renstm Komisi Pemilihan Umum 2020-2024
vailu Menjadi Penyelenggara  Pemilihan Unam yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas
untuk Terwvujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Aas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pthak vang telah berpartisipasi
mewujudkan Renstea KPU Kabupaten Bungo Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima
kasih. Semoga dokumen perencanaan ini hermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemiliban Umum
sebagal lembaga penyelenggara Permilu vang memiliki integritas dan kredibilitas.

Muarn Bungo, 1% Jum 2020
ST PEMILIHAN UMUM

"
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BAB |
PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis
bag: peningkatan kualites demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen
lerpenting dalam  mengukur tingkat demokransasi suaty negarm  Indonesia dalam  sejarsh
penalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanvak 12 (dua belas) kali denzan beragam
konstelas: politik vang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimuini sejak thun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999,
2004, 2000 dan 2014, Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setinp S tahun
sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakvat bagi setiap warga
ncpara di Indoncsia.

Proses kedaulatan rakvat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk
menentukan asas legalitas, asas leginmasi dan asas dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan
yang didukung olch rakvel. Pemernintahan dan rakvat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan
penyelenggara pemenntahan vang demokratis,

1.1 Kondisi Umum

Peluksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak
politiknya. masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku,
agama, ras, dan antar kelompok/SARA) vang dischabkan oleh: kebebasan warga negara dalam
herbicara-berpendapal vang difasilitasi oleh kemajuan tekonologi informasi: kebebasan
berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan
partai politik; serta kebebasan memerimtah diri sendinl vane difasilitasi oleh kebebasan memilik
dan dipilih dalam Pemilu

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalab tingkat
partisipast masyarakit dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi
substansial tak dapat lepas dari peran Lembage negara vang menjah pondasi dalam
penvelenggaraan Pemilu vang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka,
proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingps tingkat Provinsi dan tingkat
Kabupaten/Kola.

Pemilu Serentak sehagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lehih komprehensif daripada
sebelumnya. Peste Demokrasi kedepan tidak sajo mengenai Pemilu Serentak schagai ajang
masyarakat dalem menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta EF.HE I




identik dengan kegembiraan dan amusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian
dan berbagal ekspresi kegembiraan masyarakat discgala penjuru perlu didukung serta difasil itasi
mengirng: Pemile Serentak kedepan sebagai bentuk budava Pesta Demokrasi milenial,

LL1T  Sgjarah Komisi Pemilihan U mum

Paca era reformasi, tuntutan pembentukan penvelenggara Pemilu vang bersifat
mandiri dun bebas dan kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada ahun
1995 dibentuk scbuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang
diberi nama Komisi Pemiliban Umum (KPUYL. Hal ini  dimaksudkan untuk
meminimalisasi campur tangan penguass dalam  pelaksanaan Pemilu mengingat
penyelenggara Pemilu sebelumnya, vakni Lembaga Pemilihan Umum (LPL), merapakan
bagian dar Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pade swal dibentuknys, Komisi Pemilihan Umum (KPL) terdin atas angeota-
anggot yang merupakan anggota partar pohitik dan clemen Pemerintah. Pada tahun 2000,
setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partal
politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomeor 70 Tahun
2001 temang Pembentukan KPLU, struktur KPU dipangkas dan vang sebelumnva
beranggotakan 33 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadava masyarakat
(L5M) dan oskadermsi. Pada thun 2002, Presiden Megawati Sockamo Putri
mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Momor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan
Umum {Pemilu), untuk membentuk tim seleks) KPU guna mengangkot kepengurusan
KPL menghadapl pemiliban umum 2064,

Pada periede Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan
2 {dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU,
yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 201 1. Anggota KPU
pada penode tersebut berjumlah tjuh (7) orang, vang terdin dari peneliti, birokrat serta
akadermsi, Sedangkan untuk Anggota KPL Provina dan Anggota KPU Kabupaten/Kota
berjumlah % orang,

Pada penode Pemenmtahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah
dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU} periode 2017-2022, Pelantikan
tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serts
Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak {lima) kota pertama




di Indanesia, dan pesta demokrasi satu hari terbesar i dumia. Sedangkan untuk anggota
KPL Kabupaten Bungo dilantik pada bulan Juni 2018

Ketiga anggota KPU Kabupaten Bungo yang dilantik pada tahun 2018 adalah
Mubammad Bisri,S.Pd |, Kristian Edi Candra, S.E dan Musfal, 8 Pd. Mercka dilantik
berdasarkan  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  4B0/PR 06-
KepOSKPUNI2018 tentang  Pengangkatan Angegota Komusi Pemilihan  Umum
Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Periode 20152023, Kemudian pirda bulan September
2018, dilantik lagi 2 (dua) orang Komisioner KPU Kabupaten Bungo Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Momor 31PUU-XV1I/22018. herdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1170/PP.06-Kpr 05 KPL/IX/2018 tentang  Pengangkatan
Anggota komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Provinsi Jambi periode 2018-2023,
angpota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo yang sebelumnya 3 orang menjadi
5 orang dengan dilantiknva Svahruddin,d $ Ag don Ruslan M, S.Ap, MPdI pada bulan
September 2018,

Adapun pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi angpota KPU Kabupaten/Kota
berdasarkan Peraturan Komisi Pemiliban Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer 8 Tabkun 2019
Tentang Tata Kerjs Komusi Pemilthan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan
Komisi Pemilthan Umum Kabupaten®ota, sebagai berikut:

a. Divisi Kevangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;

b. Dwisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyvarakat dan Sumber Daya
Manusia,

e Divisi Perencansan, Data dan Informasi;

d. Davisi Teknis Penvelenggaman: dan

2, Drvisi Hukum dan Pengawasan

[divisi kerja KPU Kabupaten Bungo dan penanggung jawabnya diputuskan dengan
Keputusan  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 246/HK 03 1-
Kpts' | S0B/KPU-Kab/TX/2019 1emang Penctapan Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahon 2018-2023,




Tabel 1.1 Divisi Kerja KPU & Penanggung Jawabnya

; i " Koordinutor Wilayah
_Nn MNama lul:luliui_.m Divisi K |
I | Muhammad Bisri, 5.Pd 1 | Ketua Keuangan, Umum, | 1. Pasar Ma. Bungo
Knstan Edi Candra, S E | Wakil Ketua Logistik dan 2 Rimbo Tengah
Rumah Tangea 3 Bathin Il
. 4. Bathin [l Babeko
2 | Ruslan, M. $,Ap. MPd1 | Ketua | Teknis I. Tanah Sepenggal
Musfal, 8. Fd Wakil Kewma | Penvelenggara 2. Tanah Tumbuh
3. Bathin Il Pelayang
4. Limbur Lbk, Mkg
3 | Musfal, S.Pd Ketun . Sosialisasi, 1. Pelepa
Svahruddin, S Ag Wakil Ketua Pendidikan 2. Pelepat Mir
Permlih,
Partisipasi
Masvarakat dan
SDM
4 | Krisuan Edi Candra, SE | Ketua Perencanaan, Data | 1. Tanah Sepenggal Ls
Ruslan, M, S.Ag. M.Pd.] | Wakil Kctua dan Iriformasi 2. Jujuhan
. . 3. Jujuhan Ilir
5 | Syahruddin, S.Ag | Ketua Hukum dan |. Bungo Dani
Mubammad Risri, S Pd | | Wakil Ketua Pengawasan 2. Muko-Muko B V11
| 3. Rantau Pandan
| _ 4. Bathin I11 Ulu

L.1.2  Perkembangan Demokrasi Indonesia
sejarah demokras: Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia whun 1955,
Namun sejarah pembentukan lembagn penvelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun
1946 ketika Presiden Sockamno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite
Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (LIL7) Nomor 12 Tahun 1946
tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan
Undang-Lindang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan
Permiliban Angpama-Anggavianya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat {(KPP),
Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarmno
menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan
Pamitia Pemilihan  Indonesia (PP), vang beriugas menyiapkan, memimpin  dan
menyvelenggarakan Pemily 1955 untuk memilih anggota Konstituanie dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat. PP1 ditunjuk olch Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh
Menteri Kehakiman dan Panina Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menten Dalam
Mepan




Pemilu yang pertuma kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar.
Jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955
akhirnya tidak hisa dilanjuthan, dan hanya menjad! catatan emas sejarah Pemilu pertama
itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnys, meskipun ditahun 1958
Pejabat Presiden Sukarmo sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPII I

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4
{empat) periode, scbapai berikut:

L Penode 1945-1959, masa Demokrasi Parfementer yang menonjolkan demaokrasi
poarlemen serta partai-partai Pada masa i kelemahan demokrasi parlemien
membenkan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatrva
persatuan vang diygmlang selams perjuangan melowan musub bersama menjadi
kendor dan tidak dapat ditbvna menjadi kekuatan konstruk(if sesudah kemerdekaan

2. Penode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin vang dalam berbagal aspek
menyimpang  dari demokrasi konstitusional  Periode ini lebih  menampilkan
menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi
presiden, terbatasnys peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan
peran ABRI sebagni unsur sosial-politik semakin meluas,

3. Periode | 366-1598, masa Demokras: Pancasila era Orde Bary, merupakan demokrasi
konstitusional vang menonjolkan sistem presidensial Landasan formal periode im
adalah Pancasila, LIUD 1945 dan ketetapan MPRSMPR guna meluruskan kembali
penyelewengan terhadap LIUD 1945 vang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin
[alam perkembangannva, peran pesiden semakin dominan lerhadap lembaga-
lembaga negara vang luin. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila
hanya digunakan sehagai leginmasi politis penguasd.

4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila ers Reformasi. Pada masa
i partm politik Kembali menonjol, schingga iklim demokras memperoleh nafas
bharu. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderumpan terjadinya
lawar-menawar antara bebernpa partn politik dalam menvusun suntu kabinet koalis:
(politik dagang sapi)

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat in
demokrasi Indoncsia telah berjalan dijalur yang benar, meskipun masih memerlukan
perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin pemimpin yang
cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga
melaksanakan pembangunan karakter hangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta




sckaligus menghindarkan terjadinya diktarur perorangan, partai ataupun politik, baik di
pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam
Rencana Strategis KPLU 2020-2024. Dalam konteks Tndonesia, paling kurang bisa
dudentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Perfama. Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi
publik di tingkat nasional hingga Kabupaten®ota Pemilu i meliputi permilihan
legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD KabupatenKota), pemilihan presiden,
serla pilkada Ini seringkali disebut dengan pemiliban wjuh komk amu “Pemily
borongan "

Kedua, Pemilu serentak hanye untuk seluruh jabatan legistatif ( pusat dan daerah)
dan kemudian disusul dengan Pemily serentak untuk Jabutan eksekunif (pusat dan daerah)
Dalam mode! elustered concurrent election imi, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan sepertt selama im dilakukan bersamaan sesuai
waktunya, dan kemudian ditkuti Pemilu presiden, gubemur, dan bupati/'walikota beberapa
bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sel berdasarkan tingkatan Pemerintahan,
di mana dibedukan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemily daeralvlokal (concurrent
clection with mid-term election). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD
ilibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementars Pemilu DPRD Provins,
Kabupaten'Kota  dibarengkan pelaksanaannya  dengan pemilihan  gubernur  dan
bupatywalikota, dua atau tiga tahun setelah Pemily nasional

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan
waktunya secars interval (concurrent election with regional-based concurrent elections |
Dalam model i, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD
dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemily serentak
tingkat lokal wotuk memilih DPRD Provingi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan
gubernur  dan  bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau  wilavah
kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulsu Sumaters. K emudian
disusul tahun ketiga untuk wilavah Pulau Jawa, dan tah _ un keempat untuk wilayah Bali
dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap
tahun masing-masing partai akan selaly bekerja untuk mendapatkan dukungan dan
pemilih, dan pemenntah serta paniai politik dapat selalu dicvaluasi secara tahunan oleh

pemilih.




Kelima, adalah Penulu serentak tingkat nasional vang kemudian ditkuti dengan
Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan wakty atau siklus
Pemily lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model conctirrent election with
Nexible concurrent local elections ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan
pemilihan legislatil untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya terpantung dan siklus
maupun jadual Pemilu lokal yang telah disepakaii bersama diadakan Pemilu serentak
tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serty memilih anggow DPRD
Provinsi dan Kabupaten'Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemily
serentak hokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun
ada beberapa Pemilu screntak lokal dv sejumlah Provinsi,

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD,
serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu renenty
denpan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini,
Pemilu serentak tingkat lokal hanvalah untuk memilih gubernur, bupat, dan walikota
secarn bersamaan dh suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemily lokal di
mising-masing Provinsi vang telah disepukati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui
Electoral Research Institut, adalnh Pemilu serentak vang meémisahkan antara Pemilu
serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah
Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilib
eksekutif dan legislatif"di tingkat nasional {Presiden™Wapres, DPR. dan DPD), sedangkan
Penmlu serentak lokal unuk memilih cksekutif dan legistarif di tingkat lokal/dacrah
(GubemurWakil, BupatWalikotaWakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota |
Denjgan demikian pilkeda serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak
Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemily
serentak lokal ini pernah dibahas denpan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi lera dalam bah
vang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah
dari Pemilu Lokal Serentak”, dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti
disinggung di muka. Menunid Prof. Saldi lsra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar
jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E avat (1) UUD 1945, frasa
keserentakan Permuly, frasa Pemilu nasional secara serertak, dan Pemilu lokal secara
serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH | MPR pada 2000, sehingea
pemisahan Pemilu  serentak  MNasional dan  lokal sebenarnyn memenuhi  svarat
konstrrusionalitss, buik dari segi original intent maupun dari pendekatan inteTprets atas
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kenteks yang tidak semata-mata bersifat harfizh, tetapi juga fungsional. Meskipun ada
pandangzn berbeds, lermasuk pandangan dan MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim
Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 228 UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang
pun bisa membantah bahwa pilkads pada hakikatnya adalah Pemilu Apalagi pilkada
diselengparaken oleh KPU Provinsi dan KPL KabupatenKota yang dikoordinasikan
secara lerpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dan KPU Selain it
sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh ME, vang tentu saja mengandung arti bahwa
esenst pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selavaknya diselenggarakan
sehagar bagian dari skema Pemilu serentak lokal

Evaluasi Kinerju Rencans Strategis KPL

Femilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal |7 April 2019 dan diikuti oleh
20 {dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 {enam belas) partai nasional, 4
(empat ) partai lokal.
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Gambar 1.1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Pemilu Legislanf 2019 di Kabupaten Bungo telah mencatatkan total Daflar Pemilih
Tetap Hasil Perbaikan Ketiga di Kabupaten Bunge sebesar 239318 pemilih, vang terdiri
dar 120.260 pemilih laki-laki dan 119 058 pemilih perempuan. Hasil Pemilu legislanf
2019 ditetapkan oleh Keputusan KPLJ, diantaranya adalah penetapan 20 Partai Politik
yang mengisi DPR-RI, dimana terdapat sembilan (9) partai yvang memenuhi threshold
untuk memperolch kursi, yakni: 1.) PKR; 2.) Gerindra: 3 ) PDIP- 4.) Golkar. 5.) Macdem;
6.} PKS; 7.) PPP; 8.) PAN; dan 9.) Partai Demokat.




Tabel 1.2 Partai Politik vang mengisi DPR-RI TH 2019

Jumiah Persentase | Perolehan
b Nama artal Perolehan Suarn | Suara Sah | Kursi
Faral Kebangkitan Banysa %
| (PKB) 13570.097 9 6H5% 5
Partai Gerakan Indﬁneﬁia Rava
! 5oy 7R
2 | (Gierindi) I 75094 539 12.57%
| Partai Demoksusi Indonesia ; 2
3 Peiuegin (PDIE) 27053961 | 19339 128
4 | Parnai Golongan Karva (Golkar) 17.229 789 12.31% 85
5 | Partai Nasdem 12,661,792 905% | 59
Partai Gerakan Perubahan
8 Indonesia (Garuda) e | A% i
7 | Partai Beringin Karya (Berkarva) 2,920 495 2.09%, -
8 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 11.493 663 B21% 50
\ Partai Persatuan Indonesis = B
3 n
9 | (Perindo) 3.738.320 257%
g | Panai Persatuan Pembangunan 6323147 | 452% | 19
{PPP)}
Il | Partai Selidaritas Indonesia (PS1) 2,650,381 1,86% =
12 | Parlas Amanat Nasional (FAN) 9.572.623 6,849 44
1at Nurani ' l
13 Partai Hati Mumani Rakyat 3 161.507 1.54% .
= (Hanura) .
14 | Partai Demokrai 10.876.057 T.77% 54
15 | Partai Bulan Bintang (PBE) 1099848 | 0,79% .
Partai Keadilan dan Persaman |
I6 32, K -
Indonesia (PKPT) St 0.22%

|

Sedangkan total anggota DPD RI terpilih di 34 Provinsi adalah sebanyak 136
orang, dengan komposisi jumiah laki-laki sebanyak 94 orang dan jumlah perempuan
mencapai 42 orang, Jumlah keterwakilin perempuan terbesar berada pada Provinsi
Sumatera Selatan, yaimu selurub anggota DPD-nya berjumiah empat (4) orang adalah
perempuan dan untuk DPD R1 terpilih di Provinsi Jambi adalah sebanvak 4 orang,
dengan komposisi jumlah laki-laki sehanyak 2 orang dan jumlah perempuan 2 orang.




Tabel 1.3 Anggotn DPD R1 Berdasarkan Proviasi 2009

Jenis Jenis
No Provinsi Kelamin No Provins:  Kelamin
I L ETR . | P
| | Nenggroe Aceh ; | g | Nusa Tenggara ) |
Darussalam - ' Barat st N
2 | Sumatcra Lhara 3 1 9| .. Tenggara X 2
| o _ | Timur |
3 | Sumatera Baral g i 20 | Kalimantan Barat FJ 2
4 | Riau 2 2 21 | Kalimantan Tengah 3 1
5 | Jambi IE 2 | Kalimantan Sclatan | 4 | -
6 | Sumaiera Selatan - 4 23 | Kalimantan Timur 3 I
7 | Bengkulu 2 2 24 | Kalimantan Uitara k! |
8 | Lampung 3 | 25 | Sulawesi |Itara 2 2
Kepulauan Bangka = - I
| = 2 3 -
| ® | Befinng | 4 _':15- Sulawesi Tengah 4
10| Kepulatsan Riau ERE 27 | Sulawesi Selatan ¥ |1
11 | Dki Jakaria 2 | 2 28 | Sulawesi Tengpara ¥ | 2
12 | Jawa Bamt 3 | 29 | Gorontale 2 2
_!_ — — _— =
13 | Jawn Tengah 2 2 30 | Sulawesi Barst 4 -
Dacrah [stimews _
14 Yogyalkarta 3 | 321 | Maluku | 3
15 Jawa Timur | 3 | 2 32 | Maluka Utara 3 |
16 | Banten ERE 33 | Papua BIE
17 | Bali | 4 | = 34 | Papua Barat il
Tabel 14 Partai Politik yang mengisi DPRD Kabupaten Bungo
~ Daerah Pemilihan —
No Partai Politik Bungoi Bumgo2 Bungo3 | Bungod
Peralehan | Jml  Percleban  Jml | Perodehan | Jml | Perolehan| Jmi
Swarn | Kursi | Seara | Korsi | Senrs  Kursi Swsrs | Korsi
Partal | |
I |.I'I ki I."l. (PER) [.T18 I - - 2072 I a7l |
Partal Cierakan Indonesia
2 Raya (Crerindra) |.9%87 | 3.6 I | I | 2383 1
Partai Demokrasi Indonesia
1 Perjuungan (PDIF) 1.163 1301 | 1.834 | - .
e | L= i
Parta
! Golongan Karva |Golkar) 2 el S ?




§ | Partai Nasdem 1323 . 1.553 I 5 054 - 1.531 1

Partiai Gerakan Perubahan
Indonesia {Garuda)

Parmmi

| Bermgin Karya (Berkaryn) |
| Prriai

| headilan Sejahtera (FRS)

| Partai Persatzan

| Indomesia { Perindo)
Partm Persatyan N
ril"‘_mhmgune Al !fF"{’fF'l . _
{ Partai . > . =
!fu_:rlidmlﬁ_. Indonesia (P51

Partan Amanot Masional
|{PAN)
Partm Han Nurnni Rakyal
| {Hanura)

A e I -
aultl 41 .
|.258 [ | 594

1,582 I

Il

12

RIO | ‘ 1.490 I 1,504 | 1.545 i

13 - - o83 I 2767 I 2421 i

14 | Partui Demokrat 1486 | 1 | 1si2 | a1 | 1613 | 1 -

13 | Partai Bukan Bintang (PHB) - - - - 1.421 I - £

Partal Keadilan dan '
| Persatuan Indomesia { PEKPT)

16

Dan pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU menetapkan
pasangan caion Presiden dan Wakil Presiden Terpilih vaitu Ie. H. Joke Widodo dan Prof
Dr (HC) KH Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1|185/PL.01.9-
KptO6KPU/VI2019 berdasarkan putusan Muhkamah Konstitusi dengan Nomor
OLPHPU-PRES/XVII2019 wmnggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyvak
83 607 362 atau 55 50% dan total suara sah Nasional. Sedangkan untuk di Kabupaten
Bungo jumlah perolehan suara untuk H. Prabowo Subianto-H, ~andiaga Salahudin Uno
scbanyak 136,159 atay sebesar 67 % dari suara sah di Kabupaten Bungo dan uniuk
pasangan Ir. H. Joko Widodo-Prof Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin jumlah perolehan suara
sebunyak 67.998 atau sebesar 33% dan suara sah di Kabupaten Bungo




Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwamna
dengan sengkets Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstiiusi, namun banvak kalangan
masyarakal. media maupun duma internasional mengakw bahwa Pemilu sérentak 2019
berlangsung sangal demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan
PBewan Kehormatan Penvelengpara Pemilu telah menumjukkan kredibilitasnya sebaga
penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan
serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya
77.5%, tercapai 81,93%, Sedangkan di Kabupaten Bungo sendiri partisipasi pemilih
vang semula di mrgetken 77 5% berhasil mencapai 86,87 . Hal ini sediki-banvak
menunjukkan perngkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilibmya pada
Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penvelengpara Pemily, terutama KIPU
pada Pemitu 2019 telah memberikan harspan besar akan kehidupan demokrasi yang
lebih baik lagi menwu konsolidas:
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Gambar 1.3 Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019 Nasional
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Grafik 1.4 Partisipasi Pemilih Kabupaten Bungo
Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019

WLAKLLAKY W PENERSPLEAN = TOTAL

Pada periode 2015-2019, KPLI Kabupaten Bungo telah melaksanakan tugas dan
fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kahupaten Hungo
2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode
Renstra KPU Kabupaten Bungo 2015-2019 sebagai berikut:

I Meningkamya kuslitas penyelenggaran Pemilu/Pemilihan vang dermokratis,
dengan indikator Kinerja sasaran strategis:

a  Menyelenggarakan PemiluwPemiliban sesuai dengan jadwal dan ketentuan
vang berlaku;

Melaksanakan Pemilw Pemilihan tanpa konflik;

Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;

Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;

Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam PemiluPemilihan.

£ Persemase pemilih yang berhak memilib tetapi tidak masuk dalam dafiar
pemilih,

. Persenase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam dafiar
pemilih tetap; dan

a n e




h.  Persentase KPPS vang Tzlah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan
Penghitungan Suara Paling Lambat | Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara

Fd

stratcpis sebagal berkut

Memingkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dengan indikator Kinerja sasaran

a.  Persentase pelanggaran kode etik terhadap peavelenpgara Pemilw/Pemilihan

b.  Omm BPK atas LHP
¢ Nilai Akuntabilitas Kincrja

3. Meningkatova kualitas regulasi kepemiluan, dengan indikator Kinerja sasaran

strategis sebagal berikut:

a.  Persentase Keputusan KPU Kabupaten Bungo yang ditctapkan tepat wakiu
b Persentase Sengheta Hukum vang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Bungo
Adupun evaluasi mengenai capaian kinenja KPU Kebupaten Bungo Tahun 2019 diuraikan

dalum tabel berkut di bawah ini

Tabel 1.5 Capaian Kinerja Tahun 2019

Indlkntnr Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

SASARAN 1 : MENINGEATNYA KUALITAS PENYELENGGARA I"EMI.LU

Meny ¢I!r:u;_.ga:al-;m Pemilw/Pemilihan SEsUM] :I:ngan

Paling Lambat | Han Sebelum Hari Pemungutan
Suara

| jadwal ¢ :ian I-u:_t_rmnmn vang berlakn 100°% 100% 100%
Melaksanakan Pemilihan Umum/Pemiliban tanpa

kanflik B B L 0% 112%
Persentase Partisipass Pemilih dalam .
Pemilu Pemilihan ST o B o Wi
Persentase Partisipasi Pemilih Fm:mnunn dalam

| PemilwPemilihan s _lﬂ% 1%
Porsentase Parhisipasi Pemilih Disabilitas dalam

 PemiluPemifihan el il IR,
Persentase Pemilih vang Berhak Mmmllh tetam .
“Tidak Masuk Delam Dafiar Pernilih il it B =
Persentase KPPS yang Telah Menerima '
Perlengkapan Pemungutan dan Penghitunigan Suara | 100% 100% 100%

— —

SASARAN 2: MENINGKATNYA KAPASITAS PENYELENGGARA PEMILU

_Fm-.'.masc pelanggaran kode etik terhadap
p:nyuienggara pemilu

0%

lilﬂllﬂ-'i

H1Im ﬁkuﬂtﬂhlhlﬂﬁ. Kinera




SASARAN 3 : MENINGEKATNYA KUALITAS REGULASI KEPEMILUAN

Persentase keputusan KPU Kabupaten Bungo vang | ]
ditetapkan tepat wakiy il Ml .

Persentase sengheta hukum vang dimenangkan u]eh_ | ; -
KPU Kabupaten Bungo ey 4 e

| | I
keterangan; Nilwi Laporan Kinerja Tahun 2018

Asas Penyelenggara dan Asas Penvelenggaraan Pemilu

Sesual dengan amanat Undang-1Indang Dasar Negara Republik Indonesia Tahm
1945 Pasal 22F ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan
umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diuri dalam penjelasan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, schagai berikut:

1 Sifat nasional dimaksudkan hahwa KPL sebagai penyelenggara mencakup seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Sifattetap dimaksudkan bahwa KPL sebagai kembaga menjalankan tugasnva secarm
berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jahatan terientu,

3. Sifat mandin dimaksudkan hahwa dalam menvelenggarakan dan melaksanakan
Pemilu, KPU bersikap mandin dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai
dengan transparansi dan pertanggungjawaban vang jelas sesudl dengan peraturin
perundang-undangan,

Untuk  menjamin  tercapminya  penvelenggaraan  Pemilu  vang  dapat
dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang,  diperlukan
penvelenggara Pemilu vang berintegritas dan profesional. Setiap penvelenggara Pemilu
wajib bekerja, bertindak., menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban scbagai
penyelenggara Pemulu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara
Pemilu, sera sumpah/janp jabatan. Integritas Penvelenggara Permilu sebagaimana
dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DEPP vaity,

L Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penvelengoara Pemilu didasan
niat unfuk sematamata terselenggaranva Pemilu sesuni dengan ketentuan vang
bertaku tanpa adanya kepentingan pribadi. kelompok, atau golongan;

2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas
atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun vang mempunyai kepentingan
atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;




Adil, maknanva dalam  penyelenggaraan  Pemiluy, Penyelenggara  Penulu
menempatkan segala sesuatu sesual hak dan kewajibannya: dan

Akuntabel, bermakna dalam penyelenguaraan Pemilu, Penvelengpars  Pemily
melaksanakan tugss, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengmn ketentuzn
peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sehagaimana dimaksud, berpedoman
pada prinsip atau asas.

1.

Herkepastian hukum, maknanva dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggam
Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan;,

Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penvelenggara Pemilu bagi
penvandang disabilitas guna mewyjudkan kesamaan kesempuatan;

Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara  Pemilu
melaksanakan tugas.  fungsi  dun  wewenang  sesuai  demgan  peraturan
perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan,

Terbuka, maknanya dolam penyelenggaraan Pemily, Penyelenggara Pemilu
memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuni kaedah
keterbukaan informas: publik;

Proporsional. maknanya dalam penvelenguaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan wnum wniuk
mewujudkan keadilan;

Profesional, maknanya dalam penvelengparaan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
memaham tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar
pengetahuan, keterammlan, dan weawasan luas,

Elekuf, bermakna dalam penvelenggeraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
penyelenggaraan Pemily dilaksanakan sesusi rencuna tahapan dengan tepat waktu;

Efisien, bermakna dalam penvelenggarnan  Pemilu, Penyelenggare  Pemilu
memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penvelengparuan Pemilu
sesua prosedur dan lepat sasaran:

Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggarasn Pemily, Penvelenpgara
Pemilu mendshulukan kepentingan umuwm dengan cara vang asprratif, akomodatif,
dan selekuf.




Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komusi

Pemilihan Umum (PKPL) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang discbut
Penyelenggarsan Pemilu adalsh petaksanaan tahopan Pemilu yang dilaksanakan oleh
Penyelenggara Pemilu, Dalam menyelengparakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus
melaksanakan Permlu berdasarkan asas lanpsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
{Luber-Jurdil)  Berdasarkan naskah  akademik  Rancangan Undang-Undang
Penvelenggaraan Pemiliham Umum. asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memaliki makna,
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Asas langsune, rakyatl sebagai pemilih mempunyai hak untuk membernikan suaranya
secarn langsung sesual dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;

Asas umum, semua warga negara vang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-
undang ini berhak mengikut: Pemilu Pemilihan vang bersifat umum mengandung
makna memamin kesempatan vang berlaku menyeluruh bagi semium warga negar,
tanpa  disknminasi  berdasarkan suku, agama, tas, golongan, jenis kelamin,
kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;

Asas bebhas, scttap warga negam vang berhak memilih bebas menentukan pilihannya
tanpa tekanan dan paksaan dan siapa pun. Dn dalam meleksanakan haknya, sctiap
warga negara dijamin keamansnnya, sehingpa dapat memilih sesuai dengan
kehendak hati nurani dan kepentingannya,

Asas rahasia, pemilih vang memberikan ssarmnya dalam pemilihan umum telah
dijamin bahwa milihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan
apa pun. Pemilih membenkan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui
oleh orung kin kepadn siaps pun suaranya diberikan,

Asas jujur, setiap penyeclengoara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu,
pengawas Permlu, pemantau Permilu, permilih, seria semua pihak yang terkar dalam
penyelenggaraon Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuni dengan persiuran
perundang-undangan; seria

Asas adil, setiap pemilih dan peserta Perulu dalam penyelenggaman Pemilu
mendapat perlakuan vang sama, seria bebas dan kecurangan pihak mana pun

1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum
Peda periode imi dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta
memngkatkan legitmas: pada rekrutmen polink, maka jabatan politk sirategis pada lembaga
otonias sipil tetap difakukan melaloi Pemilu. PresidenWakil Presiden, anggota Dewan
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Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Doerah (DPD), anggota DPRD Provins:,
anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubsrnur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali
Kota-Wakil Wali Ko, dipilih secars langsung oleh masyarakat [ndonesia.

Untuk menjamin Pemilo dilaksanakan secara mandiri, jojur, adil, berkepastian hukum,
tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar
19435 (amandemen) mengamanatkan pembeniukan Komist Pemilihan Umum yang bersifat
nasional, tetap, dan mandin. Sedangkan payung hukum Komisi Pemilihan Umum dalam hal
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

l.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum
Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024

vang batk, diperfukan strategi untuk mengopimalkan kekuatan, mengatas: kelemahan,

sertd memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman ierhadap

Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperfukan guna perumusan

sirnlegl yang tepat,

Berdasarkan Pasal |8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiliban

Umum, tugas KPU Kabupaten/k ota meliputi:

I Memabarkan program dan melaksanakan anggaran

2 Melaksanakan semus tahapan penvelenpgaraan di Kabupaten'Kota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan

3.  Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan
K.PPS dalam wilavah kerjanya

4. Menvampaikan daftar pemilih ke KPU Provinsi
Memutakhirkan data pemilth berdasarkan data Pemulu terakhir dengan
memperhatikan data kependudukan vang disiapkan dan diserahkan oleh Pemernmntah
dan menctapkannya schagai daftar pemihh

6. Melakukan dan mengumumkan rekapiulasi hasil penghitungan suara Pemilu
angpota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan anggota
DPRD} Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten'kota vang bersangkutan
berdasarkan benia acara hasil rekapitulasi di PPK

7. Membuai benta acara penghitungan suara dan sentifikat penghitungan suara seria
wajib menyerahkannyva kepada saksi peserta Pemily, Bawaslu Kabupaten/Kota dan
KPLU Provinsi




8.

10.

11

Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/K ota terpilih sesuai dengan alokasi
jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan
membuat berita acaranya

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu
Kabupaten/Kota

Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau Kabupaten/Kota kepada
masyarakat

Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan wewenang KPU dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 13
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1.

Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota,
PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;:

Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu:

Menetapkan peserta Pemilu;

Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perghitungan suara tingkat
nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU
Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu
anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi/KIP
Aceh untuk Pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara
dan sertifikat hasil penghitungan suara;

Menerbitkan  Keputusan KPU  untuk  mengesahkan hasil Pemilu dan
mengumumkannya;

Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota
DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik
Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD
Kabupaten/Kota;

Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
Membentuk KPU Provinsi/KIP Aceh. KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPLN:
Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh,
anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN:




10. Menjatuhkan sanks) administratif dan/atau menonaktifkan sementara angpota KPU

11.

12,

Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota
KPPSLN, dan Sekreturis Jenderal KPU vang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tnhapen Penyelenggarsan Pemilu vang sedang
berlangsung berdasarkan putusan Bawashu dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan
mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemily,

Melaksanakan wewenang lam dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, Sedanpkan tupas dan wewenang KPU
dalam penyelenggaraan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yvakni menyelengparakan Pemilu, KPU
KabupatenKota berkewajthan:

4= i i
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Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepal waktu:
Memperlzkukan peserin Pemilu, secara adil dan setara:

Menyampaikan semus informasi penyelenggaraan Pemilu kepads masyarakat:
Melaporkan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan;

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenpgarian
Pemilu kepada KPU melalui KPL Provins:

Mengelola, memclhibara, dan merawat arsip’dokumen sertn  melaksanakan
penyusutannya herdasarkan jadwal retensi arsip vang disusun oleh KPU dan Arsip
Nasional Republik Indonesia:

Mengeloks barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Menyempaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggarman Pemilu kepada
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu
Membuat berila acara pada setiap rapat pleno KPU vang ditandatangani oleh ketus
dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota

Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten®ota
kepada peserta Pemilu paling lambat 7 (tujuh) han setelah rcka pilulasi i
Kabupaten/K ota




1.2.2

12, Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan
memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

13, Melaksanakan putusan DKPP

14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau

peraturan perundang-undangan

Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum 2020-2024
Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari “Terselenggaranya
Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik
masyarakat™, dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi — dimensi organisasi, vaitu:
1). Aspek Kelembagaan
2). Aspek Sumber Daya Manusia
3). Aspek Kepemimpinan
4). Aspek Perencanaan dan Anggaran
5). Aspek Bussiness Process dan Kebijakan
6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi
7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders

Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan
dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat
dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan
kewenangannya, vaitu:

I. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri
(S1).

2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan
berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).

3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola
Pemilu (83)

4. Kcpemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga
memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4),

5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu
Serentak (S5).

6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah. gedung dan gudang yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6).




1.2.3

2.

8.

KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan
fungsinya (S7).
Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8),

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam

menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1.

1J

10.

11

Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk
mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1),
Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan
mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi vang
besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia vang tinggi (W2).
Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah
pada inefisiensi kinerja organisasi (W3),

Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4),
Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga
yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain,
serta adanya loyalitas ganda (W3).

Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban
kerjanya (W6).

Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).

Anggaran yang ftersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi (W8).

Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk
layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).

Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak
dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian
Komisi Pemilihan Umum (W10),

Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilw/ Pemilihan
secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities)

vang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang

tersebut diantaranya adalah:




1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1y

4. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakal
kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menvelenggarakan Pemilu Serentak vang
langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (02).

Perkembanpan Teknolog: Informasi dan Komunikasi {('TIK) yang pesai, sehingga
kehidupan masyarakat semakin digital (03)

4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara bary (CH)

Lidl

Dn samping itu, Komisi Pemilihan 1 mum Juga menghadapi ancaman (threats) vang dapat
menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu
memberikan dampak negatif baik  pada kinerja orgamsasi maupun pada capaian
demokrasi Indonesia. Heberapa ancaman vang harus diatasi oleh KPU dulam
melaksunakan tugas, fungsi dan kewenangannya, vaitu:

I Perkembangan masyarakat vang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis,
akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagamva (T1),

2 Peran media massa, khissusnva media online sangat besar dalom mempengaruhi
penyebaran informasi palsu {hoax) & rasyarakal (T2},

3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariatif yvang berpengaruh
terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3)

4 Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberspa wilayah belum optimal
mendukung Pemily (44,16% Kabupaten'Kota di Indonesia belum memiliki akess
internet) (T4)

3. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam pemyelenggamman Pemilu Serentak
(TS).

6 Tingginya resiko kecurangan sant rekapitulasi suara (T6),

7 Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam
partai politk masth menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (TT)

Biaya politik tingg (T8)

% Masih terdapatnya ancaman kehebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi
terhadap berbagan perbedaan (T9)

10. Pengelolaan informasi dan korunikusi publik di Pusat dan dacrah yang belum
terintegrasi (T10),

1. Pandemi Covid-19 di Indonesia helum dapat dipastikan masa berakhimya, sehingga
mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11),

12. Pengurangan angzgaran akibat pandemi Covid-19(T12), ‘m




1.2.4  Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT
Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan), permasalahan
(kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu
dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT
dengan teknik analisis deskriptif kualitatif
Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data
dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata — kata, kategori
~ kategori mengenai suatu variabel tertentu. schingga diperoleh kesimpulan umum. Data
dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa,
kejadian — kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, sebagai
berikut:
Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU
Potensi/Kekuatan
1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan
berbagai latar belakang pendidikan dan usia
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola
Pemilu
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif Kolegial, sehingga
memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik
3. Hubungan baik dengan semua pihak vang memiliki kepentingan dengan Pemilu
Serentak
6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia
7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan
fungsinya

8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019

Peluang:

I Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam Konstitusi

2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat
kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu serentak yang

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil




3.

4.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga
kehidupan masyarakat semakin digital

Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Baru

Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam

menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi,

melalui strategi sebagai berikut:

l.

Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan kualifikasi,
kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (merit system)

Meningkatkan pembinaan sumber daya KPU secara bertahap dan terstruktur
sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik,
bersih dari prakiek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggaraka
pelayanan publik bagi masvarakat

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan
KPU

Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi
antar lembaga

Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentas; pelaksanaan
Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi
Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan
Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di
lingkungan KPU secara berkesinambungan

Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software)
KPU di Ibu Kota Negara baru

Permasalahan/Kelemahan:

1.

Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk
mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum

Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP]) serta peraturan yang detail dan
mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang
besar dengan tingkat keberagaman manusia yang tinggi

Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah
pada inefisiensi kinerja organisasi

Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah




tebagian besar Pegawai Neger Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga
yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain,
serta adanya loyalitas ganda

Jumiah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban
kenganva

Tingginya disparitas kompetensi pegawii

Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi
Organisasi

Romisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelavanan publik (SPP) untuk
layanan Pemilu Serentak vang diberikan

- Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak

dimiliki oleh pemérintah daerah setempat, sehingsa belum menduk ung kemandirian
Komisi Pemilihan Umum

Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik PemilwPemilihan
secara fepat wakiu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran

Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan
tupoksinya, melalw strategi

l.

_r-\J

Menvelenggamkan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala
serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang
terintegrasi

Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan
yang telah ditetaphan

Menyvusun SOP scliap eselon jabatan, disertai pengukuran indikator kinerjanya di
setigp eselon jabatan

Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan
terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu
menyelenggarakan pelavanan publik bagi masvarakai

Menyelenggarskan ata  kelola/manajemen  kelembagaan  berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi dan kinega secara adil dun wajir (merit system)
Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap
persiapan, penvelengparaan maupun setelah Pemilu




7. Meningkatkan partisipasi penvusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi
antar lembaga
Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan

9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal

10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilw/Pemilihan secara
tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran

Ancaman:
. Perkembangan masvarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamus,

akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya

[

Peran Media Massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi

penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat

3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervaniatif yang berpengaruh
terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu

4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal

mendukung Pemilu (44.16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses

internet

LA
h

Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak

6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara

7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandisasi dalam
partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen

8. Biaya pohtik tingg

9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi
terhadap berbagai perbedaan

10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan Daerah yang belum
terintegrasi

11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga
mengakibatkan penundaan Pilkada 2020

12. Pengurangan anggaran akibat pandem Covid-19

Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam
melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:

A




P

10,

12,
13.

14.

Meningkatkan kualitas. publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala
serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara
berkelanjutan yang terintegrasi

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan
KPU

Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi
antar lembaga

Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu'Pemilihan secara
tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran

Menviapkan  penyusunan rancangan  peralurun dan keputusan KPU,
pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhanmyva
Pendayagunann Penvelengpam Pemilu secars optimal untuk terwujudnva Pemilu
yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, ransparan, akuntabel dan berintegritas
Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan

Optimalisasi pembingan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu

Melakukan hoordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tap
tahapan Pemile

Meningkatkan pengawasan internal di KPU

Meningkatkan parisipasi penvusunen perencanaan dan penganggaran, koordinas
antar lembaga

Menyelengparakan pengadaan dan pengelolann asct KPU

Melakukan koordinasi dengan sepenap pemangku kepentingan baik pada tahap
persiapan, pemyelengparaan maupun setelah Pemily

Penvusunan regulasi (entang penetapan penundaan, serta pelaksanaun Pemilihen
Lanjutan  dan  Pemilihan  Susulan tanpa  melalui  uswlan  dari KPU
Provinsi/KabupatenKota dalam hal sebapian atau seluruh wilayah Pemiliban
mengalami bencana alammon alam, kerusuban, ganzguan keamanan dan/atau

gangguan lamnya.

Strateg dar analisis kualitatif dan desknptif SWOT di atas dapat disintesakan menjadi
zebagar berikut,




STRATEGI SWOT

SINTESA

Melakukan  koordinasi dengan  segenap
pemangku kepentingan baik pada tahap
persiapan, penyelenggaraan maupun setelah
Pemilu

Meningkatkan partisipasi penyusunan
perencanaan dan penganggaran, koordinasi
antar lembaga

Meningkatkan pengawasan internal di KPU
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan administrasi keuangan KPU
Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu,
serta  pengawasan  kegiatan-kegiatan  di
lingkungan KPU secara berkesinambungan
Menyelenggarakan tata kelola/manajemen
kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi,
kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar
(merit system)

Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan
dari setiap kebijakan dan peraturan yang
ditetapkan

Menyusun  SOP  setiap eselon (jabatan),
disertai pengukuran indikator kinerjanya di
setiap eselon (jabatan)

Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas
setiap jenis layanan yang diberikan
Optimalisasi pembinaan, pengawasan
penyelenggaraan Pemilu

Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan
data dan informasi, secara berkala. serta
dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis
teknologi informast secara berkelanjutan yang
terintegrasi

l. Meningkatkan tata
kelola/manajemen KPU

L

Meningkatkan  kapasitas SDM  dalam
mengelola logistik PemilwPemilihan secara
tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis. tepat
kualitas dan tepat sasaran

Meningkatkan pembinaan  sumber daya
manusia KPU secara bertahap dan terstruktur
sehingga memiliki integritas, profesional,
netral dan bebas dari intervensi politik, bersih
dari praktek korupsi. kolusi dan nepotisme,
Serta mampu menyelenggarakan pelayanan
publik bagi masyarakat

2. Meningkatkan investasi
kapasitas dan
profesionalisme SDM KPU




optimal untuk terwajudnya Pemily yang

langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan,

akuntabel dan berintegritas -

Tﬁéﬁiéﬁkm kapasitas dan kualilas integrasi |3 Memngkatkan investasi aset |
layanan (hardware dan software) KPU di b teknologt dan BMN KPU |
Eota Negara Bary

b, Menyelengparakan pengadaan dan
pengelolaan aset KPU secara optimal

¢ Menmingkatkan kualitas publikasi, pengelolaan
data dan nformasi secamn berkala seria

dokumentasi pelaksanaan Pemilu berhasis

a  Penyusunan regulasi temang penetapan | 4. Menyiapkan payung/ dasar
penundasn  serta  pelaksanaan  Pemilihan hukum yang kuat
Lanjutan dan Pemilihan Susulan tanpa melalui
usulan dori KPU Provinsi’Kabupaten/Kota
dalam hal sehagian atsu seluruh wilayah
Pemilihan mengalami bencana alam/ non
alam,  kerusuhan, pangguan  keamanan
dan‘atau gangguan lainnya

b Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan

dan  keputusan  KPLJ,  pendokumentasian

informasi  hukum, advokasi hukum  dan

__penyuluhannya el )
8 Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan | 5. Meningkatkan kematangan
data dan informasi secam  berkala serta berpolitik masvarakat

dokumentasi pelaksanaan Pemilu  berhasis
teknologi informasi secara berkelanjutan vang
terintegrasi

b, Memfasilitasi pendidikan  pemilih  secara
berkala dan berkelanjutan

¢ Menyiapkan penyusunan FUNLATNEAN permiuran
dan  keputusan KPU, pendokumentasian
informasi hukum, advokssi hukum dan
penyuluhannya

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana
Strategis KPL 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik™ yang merupakan akronim
dari:

1) Meningkatkan tata kelola'manajemen KPL-

2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;




3} Meningkaikun investasi gset teknologi:
4} Menviapkan payung dasar hukum, dan
5] Memngkatkan kematangan berpolitik masvarakat.




BAB 11
VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024. yakni “Memperkuat
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki
tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas
Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta
mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib,
terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif. serta efisien.

Menurut RPIMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4
(empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

I Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam
partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen:

k2

Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara
tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam
masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, vakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan
diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
dan

4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi.
Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi
dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi
masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks

Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut

mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);

Hak-Hak Politik (Political Rights);

3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan

berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak

politik (Political Rights) terdin dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam

12

pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi
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(Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai
politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah
pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi
Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

I, Hak memilih dan dipilih:
a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat:
Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok
penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih:
¢. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT):
d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak
untuk memilih dalam Pemilu (voters'turnout); dan
e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi,
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umumu
Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai
melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu
Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:
“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas ",
Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai
berikut:
I. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan
transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

[}

Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka,

proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum,

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum
Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang
dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi

-'-T-.'T




Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan

Pemerintahan vang bersih, efektrf, dan tepercaya’’ dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada
perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu,

1

Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum,

progresif, dan partisipatif.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien,
transparan, akuntabel, serta aksesibel

4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan
Pemilu Serentak.

5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum

periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan
tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa

dipengaruhi oleh entitas lain: dan

]

Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum
Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka
tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

I. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas,

13

Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan

ot

Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum
Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai
pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:
Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewwjudkan Konusi Pemifthan Umum yang
mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
1. Tersedianya Keputusan Komisi Pemilithan Umum Kabupaten Bungo;

2. Terwujudnya pengelolaan Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
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3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU vang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak
yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
I. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan
masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar
Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan
Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga vaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang
Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan
tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”




BAR 111
ARAH KEBLJIAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA
KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPL) yvang mengacy kepada arah
kebijakan dun strategi nasional sebapaimana tercantum dalam RPIMN 2020-2024 ditctapkan dalam
rangka mencapu visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KP1 seperti diuraikan pada BAB 11 Rensira
KPU,

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negen terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi
telah memberi ruang seluas-lussnyva kepada setlap warga negara untuk menggunakan semua hak-
hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuks
ruang kebebasan itu, mengingat penpgunaan hak-hak politik warga negara vang mencakup hak
berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikal, dan hak memenntah di sendiri {hak
memilih-hak dipilih) merupakan wajud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses
palitik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk
partisipasi politik: warga negara, seperti mencalonkan diri, memberkan suara, dan mengikuti
kampanye politik. Sementara salah satu dampak nepatif dan kebebasan penggunaan hak-hak
politk wargn negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah,

Yang menjadi isu strategis dalem mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana
pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:
| Kualitas representasi sepertt masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi

dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;

2. Biaya politik tnggi merupakan masalah multidimensi vang harus diselesaikan secara tepat
Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tats nilai dalam masvarakat
dan fata kelola pemenntahan:

3. Masalah kesetarnan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan
diskriminasi terhadap berbagm perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
dan

4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan dacrah belum terintegrasic akses
dan konten informasi belum mersta dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan
informatika. peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendabnya literasi
masyarakal, akan menyebahkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat ‘__m
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Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah
Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:
l. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
1 Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
it Pemantapan demokrasi internal parpol;
iii Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan (iv) Penguatan penyelenggara
Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
i Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
ii Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
il Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
i1 Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan
konten dan akses:
ii Peningkatan literasi TTK masyarakat; dan
il Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers,
Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU,
yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan,
sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 3.1.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan
Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan
indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat
capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, vaitu
Kebebasan Sipil (Civil Liberty), HakHak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi
(Institution of Democracy). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan
perkembangan 3 (tiga) kegialan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-
Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy ). Metodologi
penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:

l. reviu surat kabar lokal

2. reviu dokumen (Perda, Pergub, dll)
3. Focus Group Discussion (FGD)
4

. wawancara mendalam.
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Gambar 3.1 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Kenselidasi
Demaokrasi dalam RPIMN 2020-2024 (vang terkait dengan KP1

Adapun Proyek Prionitas REIMN 2020-2024 vang termasuk dalam Kegiatan
Prioritas “Penguntan Kapmsitas Lembaga Demokrasi™ dan terkait dengan KPL, yvaie
I} Badan Penyelenggaraan Adhok Pemily,

<) Ketersedinan Logistik Pemilu:

3} Pengefolaan Calon Peserta Pemilu: dan

4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu,

Sementara, Provek Prioritas yang termasuk dalam Kegatan Prioritas “Penguatan Kesctaraan
dan kebehasan” dan terkail dengan KPU, vaitu:

1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu,

Z) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;

1) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas: 4) Pendidikan
Femilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan
Diaerah Rawan KonMk/Bencana:

3) Sosialiasas; Kebijakan KPU Kepada Stakeholders, dan

&) PeringkatanKompetensi SDM KPL. Urian mengenal keterkaitan Proyek Prioritas RPIMN
2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditam pilkan dalam Gambar 3.2,
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Gambar 3.2 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan
Renstra KPU 2020-2024

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan
dibandingkan dengan angka ID] 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia
tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017-2018 dipengaruhi oleh penurunan
aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78.75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak
Politik sebesar 0,84 poin (dan 66.63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi
sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25), Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik
4.58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik
5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 201 8) seperti pada Gambar 3.3 dibawah ini_
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Gambar 3.3 Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Ind onesia)
2020-2024

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemiliban Umum
Visi, misi, tujuan, dan sasaran stratepis yang mgin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum
kemudian dijabarkin menjadi arsh kebijakan vang dopat dilaksanakan, Adapun arah kebijakan
komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan startegl yung dapat dikelompokan ke
dalzm 2 (dua) program sesuai dengan jumlah pengampunnya pass Susunan Organisast dan Tata
Kelola KPU ke depan yakni:
1. Program dukungan manajemen dengan arah kebijakan:
- Menyelengparakan tats kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi,
kompetensi dan kinerja sccara adil dan wajar (merit system):
- Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturabn yang
ditetapkan;
= Menyusun SOP sctiap eselon {jabatan) disertai pengukuran indicator kinerjanva disetiap
eselon (jabatan);
= Menyusun standar pelayanan public (SPP) atas setiap jenis layunan yang diberikan:
- Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelavanan dan administrasi
kepegawaan dilingkungan K P
= Menvelenggarakan pengelolaan datn dan informasi serta dokumentas: pelaksanaan
Pemilu herbasis teknologl informasi secara berkelanjutan vang terintegrasi,




- Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga dan
informasi serta monitoring dan evaluasi:

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan
dilingkungan Sekretariat jenderak KPU:

- Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel:

- Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemilu;

- Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemiliharaan perkantoran sehari-hari
untuk KPU seluruh Indonesia;

- Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU secara optimal;

2

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsilidasi Demokrasi dengan arah

kebijakan:

- Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota);

- Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap
persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu:

- Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang
langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas;

- Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemiluw/Pemilihan secara tepat
waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran;

- Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian
informasi hukumm, advokasi hokum dan penyuluhan:

- Memfasiltasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum
Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyal kewenangan atribusi untuk
menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk
mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk
Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu
peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak. dan peraturan

yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan
Pemilu),




Dengan demikian regulas) yang sekiranya diperukan pada penode 2020-2024 untuk
mendukung kinerjs Komisi Pemilihan Umum dalam menvelenggarakan Pemilu serentak, serta
dalam menghadapi situasi damrat seperti Pandemi Covid19, adalah:
| Temtang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak:

Tentang Pengamanan Sumat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan
UmumiKomisi Independen Pemilikan Kabupaten/Kota dalam Pemiliban Umum Serentak:
dan

Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan
tunpa melalw wsulan dan KPU Provinsi/KabupatenKota dalam hal sehagian atau seluruh

frsd

wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, pangguan keamanan,
dan‘atay gangguan lainnye.

3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum

Merujuk pads organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPL, KPU
Provinsi'KIF Aceh, dan KPLVKIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPL
sesuar dengan Susunan Organisasi dan Tats Kerja (SOTK nya, maka diperlukan perkuatan dan
penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan

Perubahan SUTK Kemisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden
nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi, dan Tata
Kera Sekretanat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretarist Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sckretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti pada bagan dibawah
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Struktur Organisasi, dan Taia Kera Sekretariat Komisi Pemilihan Urium Kabupaten Bungo
seperti pada bagan dibawah ini

Gambar 3.4 Struktur Sekretariat Komisi Pemiliban Umum Kab. Bungo

Provinsi Jambi Tahun 2020
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Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten BUNGO pada tahun 2020 sejumlah 41 (dua puluh lima) orang, dengan status
kepegawaiannya terdiri dari -

Pemilihan Umum sebanyak 12 (Dua Belas) orang atau 36 %

PNS sebanyak 29 (Dua puluh sembilan) orang atau 6 4 %,

Pegawai dengan status Pegawai Organik, vang diangkat dan dimiliki oleh Komisi

Pegawai dengan status honorer (Honor APBD, APBN dan Honor Qutsourcin g) atau non

Dilihat dari komposisi PNS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo yang berjumlah 12

(dua belas) orang vang terdiri dari 12 orang pegawai Organik.

Status kepegawaian Sub Bagian dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bungo, dapat dilihat sccara rinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris dan Sub Bagian) pada Sekretariat KPU
Kabupaten Bungo
No Sekretaris/Sub Bagian Jumlah Organik
1 | Sekretaris 1 1
2 | Sub Bagian Umum 5 5
3 | Sub Bagian Program dan Data 2 2
4 | Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas 2 2
5 | Sub Bagian Hukum 2 2 1
Jumlah 12 12

Sumber: Data Sekunder KPU Kabupaten Bungo (diolah)

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan (yang sudah

mendapat izin pemakaian gelar) terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang
pendidikan S1 sebanyak 8 (Delapan) orang, D3 sebanyak 1 (satu) orang dan SMA sederajat

sebanyak 3 (Tiga) orang, scbagaimana Tabel berikut:

No Tingkat Pendidikan Jumlah
1| s2 _ 0
2 S1 8
3 | D3 F
4 SMA 3 -
Total 12
Sumber: Data sekunder KPU Kabupaten BUNGO Tahun 2020
A —
’ H-ﬁ
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Dafar Nama Pegawai Negen sipil yang mendukung pelaksanaan Tugas pada Kantor Komisi
Pemilihan Uimum Kabupaten BUNGO, sebagaimana terlibat pada tabel berikut

Tabel 3
Daftar Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Komisi Pemiliban Umum
Kabupaten Bungo Provinsi Jambi (Keadaan: Mei 2020)
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Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau
kerjasama antar lembaga. puna mendukung pelaksanaan Pemnilihan Umum. Adapun Lembaga-
lebaga vang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia
bersama Komisi Pemilihan Umum, adalah:

1} Bawasly,

2). DKPP;

3). Kementenan Dalam Neger:,

4). Kementerian L uar Negeri,

5). TNI,

&), POLRI,




7). DPR-RI,

8). Kementenan Lembaega Terkait lainnya;

Y} Perguruan Tinggi, dan

10}, Pemerhat Pemilu di Dalam Negeri dan di Luar Negeri,
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Gambar 3.5 kerjasama antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilo




BAB 1V

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO 2020-2024

Target Kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh Unit Kerja atau organisasi

dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU disajikan dalam
Tabel di bawah ini.
Tabel 4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024

Tujuan Sasaran Strategis Indikator bl idliteia’ =
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas
Tersedianya Keputusan | Persentase Keputusan Komisi | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Komisi  Pemilihan  Umum | Pemilihan Umum Kabupaten |
Kabupaten Bungo Bungo yang disusun tepat
wakitu
Terwujudnya Pengelolaan Persentase informasi | 20% | 25% | 30% | 35% | 40%
Sistem Informasi Partai politik | mengenai partai politik yang
| yang andal dan berkualitas | mutakhir dan dipublikasikan
| pada publik |
Terwujudnya Sumber Daya  Indeks Reformasi Birokrasi| 76 7] _a 80
Manusia dan Lembaga KPU | Nilai Akuntabilitas Kinerja | B B B B B
yang berkualitas Opini BPK atas Laporan| WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
Keuangan
Nilai Keterbukaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Informasi Publik

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif

Terwujudnya  Kesadaran | Persentase Partisipasi | 77.5% | - | 77.5% [77.5% |
Pemlih, Kepemiluan dan|Pemilih dalam
Demokrasi  yang  tinggi | Pemilu/Pemilihan
untuk  seluruh  lapisan | Persentase Partisipasi | 77% | - | 7™ | - | ™%
masyarakat Pemilih Perempuan dalam
Pemilu/Pemilihan
Persentase Partisipasi | 77% [ - | 7% | - | 77%
Pemilih Disabilitas dalam
Pemilu/Pemilihan
| Terwujudnya  koordinasi | Persentase Pemilih yang [ 0.20% | - | 0.18% 0.16%
penyelenggaraan berhak memilih tetapi tidak
kepemiluan yang sesuai [masuk  dalam  Daflar
dengan Standar Pelayanan Pemilih Tetap i
J_!—.a.a,-tg-,
. |
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Publik, disertai pengelolnan | Persentase 100 | ID0% | 100%
data dan informasi  serta | menvelenggarakan

dokumentasi  pelaksanaon | Tahapan Pemilu/Pemiliban
Pemily berbasis teknolog 'sesuai dengan jadwal dan

informas yang leriniegrast | ketentuan yang berlaku |
3. Mewujudkan Pemilu Struhult :p:ng Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Terwyudnya Persentase  melaksanakan | 1002 | 100% | 100% | 1a0% | 100%
PemiluPemilihan vang | Tahapan Pemilw/Pemil than

aman dan damm  disertal vang aman dan damai

penyvelesan senghketa Pumemase senpketa hukam| - | = [1o0% - -
hukum vang baik vang dimenangkan  KPU

. Rabupaten Bungo

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun wakty 2020 2024 disajikan pada
Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 sehagai berikut:

Prédisin Sasaran Program | Target Kinerja
Kegintan | [ﬂ'm“x':;.].f:’" o | Tnsiketor 2020 : 2021 | 2002 | 2023 | 2024
L PROMGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
T Meningkatnya Kapasitas | Persentase kesesuaian 3055 | 85% | 9O% | 90% | BO%
SDM yang berkompeten | kompetensi pegawai
terhadap standar
_ kompetensi PeTUgRsANTY A B
Terwujudnya dukungan | Persentase tersedianys |00% | 100% | 100% | 100% | 100%
sarana dan prasarana guns | sarang dan prasarana untuk
memngkatkan kelancaran | memenuhi kebutuhan kerja
tugas KPL pepawai yang berfunpsi
! - _ |dengan baik —=—— Sun| [CN | D . S
Meningkatnya Nila evaluasi atas B B B | B | B
ekuntabilitas keuangan akumiabilitas kinerja KPL
dan kinerja KPU | Opini BPK atas laporan WP | WTP | WIP | WIP | WIP
keuangan KPU N
Nilai evaluasi atas 76 ™ T ™™ | 8D
reformasi birokmsi KPU _
Ferwujudnya data pemilih | Pemutakhiran Data Pemilih | T T00% | 100% | 100% | 100
sacara berkelanjutakn ' berkelanjutan | | |I
1. Pelaksanaan, Perencanuan, Organisasi
Tmujudrtg.& Irﬂ]a sama | Jumlah fasilitas: kera sama | 12 . 12 12 Iz
dengan lembaga dengan Bawaslu Kabupaten Keg | Kew | Keg | Ken
penyelengeara Pemilu dan | Bungo dan instansi terkait |
instansi terkait laimnya |




Terwujudnya Rencana ' Penyusunan Rencana Kerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Kerja dan Anggaran KPU |dan Anggaran KPU
Kabupaten Bungo yang | Kabupaten Bungo tepat
efektif dan efisien wakiu
Terwujudnya sistem Persentase Laporan 5% | 5% | 75% | 5% | 75%
administrasi Monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan Pemilu | yang akuntabel dan tepat
yang tertib, efektif. efisien | waktu
Persentase target kinerja 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
tercapai sesuai perjanjian
kinerja
Terwujudnya Reformasi | Meningkatkan akuntabilitas | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Birokrasi di KPU kinerja melalui reformasi
Kabupaten Bungo birokrasi
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Meningkatnya tertib Layanan kepegawaian yang | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
administrasi dan tepat waktu dan akurat
pengelolaan sumber daya
manusia l .
Tersedianya data dan | Persentase tersedianya data | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
informasi kepegawaian dan informasi kepegawaian
Tersedianya jabatan Persentase PNS yang 40% | 60% | B0% | 90% | 100%
fungsional Penata Kelola | menduduki Jabatan
Pemilu (JF PKP) sesuai  |Fungsional Penata Kelola
peraturan perundang- Pemilu (JF PKP)
undangan yang berlaku ]
Pembentukan Badan Jumlah Badan Adhock yang
Penyelenggara Adhock dipersiapkan untuk
dibentuk
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
| Meningkatnya pembinaan lPers&ntase pejabat 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
perbendaharaan lpcrbendaharaan vang
'menyelesaikan
' pertanggungjawaban
penggunaan anggaran
sesuai ketentuan
Terlaksananya sistem Jumlah laporan sistem 2lap | 2lap | 2lap | 2lap | Zlap
akuntansi dan pelaporan  |akuntansi dan pelapran
keuangan keuangan
Terselesaikannya Persentase permasalahan 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
permasalahan pengelolaan | pengelolaan keuangan yang
keuangan dapat diselesaikan
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| Tersusunnya laporan Persentase penvampaian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
pertanggungjawaban laporan
penggunasan angparan pertangeungjawaban
| PETIZEUNAAN GNEEaran
berbasis simonika yang
tepat waktu dan valid | !

iT erwwudnya pengelolaan Kepatuhan dan kitertiban | 100% | 100% | 1008 | 100% | 100%
Barang Milik Negara dalam pengelolaan Barang
sesual dengan peraturan | Milik Negara yang material
perundang-undangan vany |sesuni SAP
berlaku Jumlah laporan Barang 20ap | Zlap | 2lap | 2Tap | 2lap
Milik Negara berdasarkan '
SIMAK BMN yang datanya
sesuai dengan dista SAK

4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungsn Sarana Prasarana Kantor

Meningkatnya kualitas | Persentase pengelolaan | Es% | BS% | BS% | A | 8%
tata kelola administrasi | arsip inaktif sesuai aturan
persuratan dan kearsipan
pengelolaan arsip
Terwujudnya dukungan | Persentase sarana [ 100 | Toon | 1007 | 1008 | 10na
sarana dan prasarana gune |transportasi untuk |
 meningkatkan kelancaran | mendukung kinerja pegawai |
tugas KPU vang berfungsi dengan baik
Persentase fasilitas | (00% | 100% | 100% | 100% | 100%
perkantoran untuk
mendukung kiner)a pegawai '
\vang berfungsi dengan baik ,
Persentase gedung dan | 100% | 1005 | 1009 | 100% | 100%
tudang yang berfungsi
Bl dengan haik
Terwujudnya keamanan | Persentase gangguan 100% | 1007 | 1009 | 100% | 100%
dan ketertiban & keamanan dalam
lingkungan KPL hingkungan KPU Kabupaten
Kabupaten Bungo vang | Bungo yang dapat
dapat ditanggulangi  ditanggzulang:
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal
Meningkatnya efekiifiles | Persentase pengawasan 100% [ 100% | 100% | 100% | 100%
pengawasan internal di internal terhadap disiplin
lingkungan KPLU pegaw
| Kabupaten Bungo , .
- Meninghatnya i'PeﬁemasE pelaporan SPIP | 100% | 1008 | 100% | 100% | 100%
' penyelenggaraan SPIP | tepat waktu |




'Meringkatnya | Nilas Akuntabilitas Kingria | B E | B 8 B
akuntabilitas kinerja di
Hingkungan KPU . .
| Kabupaten Bungo _ |
6. Peningkatan Kompetensi SDM KPU
Meningkatnya Persentase pegawai vang | 65% [ 70% | 75% | s0% | 5% |
Kompetensi SDM KPU | talah mengikuni pendidikan
Kabupaten Bungo dan pelatihan dalam rangka
| peningkatan kompetensi '
: SDM .

Tabel 4.3 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi

Demok rasi 2020-2024
Pm;rlm.f| Sasaran Program l | S— ang;n_tiﬂlﬂrjl P
H.qinlnl 'Iﬂ“lﬂ::.;gn‘;‘ 5:"“" | Indikator = 2021 r 2021 | 2023 | 2004

L Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Terlaksananya Persentase Keputusan 00% | 100% | 100°5 | 1009 | 100%
penctapan Keputusan | KPU Kabupaten Bungo .
KPP Kabupaten Bungo i}-ang disusun sesual
sesumi dengan ketentuan |dengan kerangka regulasi
peraturan perundang-  KPU

undungan serta Pengeloloan JDTH KPU | 100% | 100% | 100% | 100% 100
pendokumentasian Kabupaten Bungp
nformasi hukum . -
~ |Terwujudnva dukungan |Persentise 100% | 100% | 100% | 100% | 10C% |
logistik dalam | pendistnibusian logistik
penyvelenggaraan PemiluwPemiliban secara
Pemilu/Pemilihan \tepat sasamn, tepal
Jumlah, teput jenis, tepal
! mutu dan tepat waktu
Terwujudnya Tahapan | Persentase 100% | 100% | 10 | 100 | 100%
| Pemilu/Permilihan penyelengparaan
Sesuai Jadwal Pemilu/Pemilihan sesusm .
5 | dengan jadwal |
1. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum
Terlaksananyy iﬁmmausmgkm - T =
penyelesaian sengkets | hukum yang
hukum dan dimenangkan KPL
pertimbangan pelavanan | Kabupaten Bungo
hukum




2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW

publikasi tahapan
'Pemilu/Pemilihan yang
ditampilkan di media
Publikasi KPU

Terwujudnya Persentase pelaksanaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
penyelenggaraan Tahapan
Pemilw/Pemilihan sesuai | Pemilu/Pemilihan sesuai
jadwal | dengan jadwal
‘Persentase pemutakhiran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
data wilayah/pemetaan
dan penetapan Daerah
Pemilihan untuk Pemilu
_ 2024
Terlaksananya layanan | Persentase proses PAW 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
administrasi PAW tepat |anggota DPRD
waktu dan sesuai aturan |Kabupaten/Kota dapat
diselesaikan dalam waktu
5 hari kerja
3. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
Pengelolaan Rumah Persentase 0% | 75% | 80% | 8% | 90%
Pintar Pemilu pengembangan Rumah
Pintar Pemilu
Pendidikan Pemilih Pelaksanaan Pendidikan | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
kepada masyarakat Pemilih kepada
umum masyarakat umum
Pendidikan Pemilih | Pelaksanaan Pendidikan | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
kepada Pemilih Pemula, |Pemilih kepada Pemilih
Perempuan dan Pemula
Ll Pelaksanaan Pendidikan | 90% | 90% | 90% | 00% | 90%
Pemilih kepada Pemilih
Perempuan |
Pelaksanaan Pendidikan | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Pemilih kepada Pemilih
Disabilitas __
Meningkatnya kualitas | Persentase permohonan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
layanan informasi dan  |informasi yang
data yang cepat serta ditindaklanjuti melalui
akurat PPID sesuai dengan SOP
Persentase informasi dan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%




| Sosialisasi Kebijakan

Persentase penvampaian

' KPU kepada informasi dan publikasi '
' Stakeholder (Panai tahapan
iFnIitik LM, Ormas, Pemilu/Pemilihan kepada
|Pemurinmh Daerah, | stakeholder
| Perguruan Tinggi dan ,
| Masyarakat) , [ | -
4. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik
- Terlaksananya fasilitast | Persentase N mu-a'! 100G | 100% | 100% | 1605 |
pengelolaan data penyelenggaran
kebutuhan, pengadaan, IFemiquPcmtljhnn Lanpa
pendistribusian, sertia | ada permasalahan dalam
' pemeliharzan dan pemenuhan kebutuhan | -
nventarisasi logisik | logistik | .
PemiluPemililan Persentasc | 100% | 100% | T0i | T00% | 100%
pendistribusian logistik
Pemilu/Pemilihan tepat |
Jenis, jumlah dan wakiu | |
Ketersediaan Logistik | Perseniase penycdiaan | 100% | 100% | T00% | 160% | 10D%
PemiluPemilihan Nogistik
| PemiluPemilihan
5 Funguluhn Data, Teknologi dan Informasi
'Icrsedmn:m data, 'Perscntase pemutakhiran | 100% | 100% [ 100 | 1o0% | 10
mformasi, sarana dan | data pemilih secam
prasarana teknologi berkelanjutan melalui
| informasi Sistemn Informasi Sidalih ! |

4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo
Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kuran witktu § (lima) tahun ke depan,
vailu
I, Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.44.935 536,-
2 Program  Penyelenggarman Pemilu dalam Proses Konsolidesi Demokrasi sebesar
Rp.12.760.79% -
Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:
Tabel 4.4 Kerangka Pendanasn Program KPLU 2020-2024

Sasarun
m ‘ i 1“ Alo ks (datar ribuan rupiah)
(Outcome) 20 2021 | 2022 2023 | 2024
S qsaran Prograim
0760101 | Dukungan 2.637.152) 2707343 | 4,061.029 |=|.z|3.m1‘:1.3zn.»:u| 44,9393 536
- |




Sasaran Program |
Penyelengrorans
Prermili el
Proses komsolidisi
Demokrasi

076,01 .06 11965518

50898

TOTAL 14,602,670

2758251

760,347

4.1537376

267.214

400821

12,760,798

14.480.815

I1.721.222 | 57.T08.334

Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/

K Sasaran Program

2020

2021

2022

2023

2024

L Program Dukungan Manajemen

Terwupdnya Dukungsn Sarana  dan
Prasaring Gunu Meningkatkum
Kelancaran Tugas KPL!

Menmgkatnys akuntabilitss kevangan |
dum kinerja KPU

Terwujudnys Datn  Pemilih  sccars
| berkelanjuian -

| Meningkamya Kapasitas SDM yang | 2 111219

120533

2.19% 38

13.042 611

1T 16l 454

I. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi

Terwwudnya keria sama  dengan
lembaga penvelenggara Pemilu dan .
Instans Terkait
Terwujudn}'a-_ﬁemmm Kega dan
Anggaran KPU Kabupaten Bungo
yang efektif dan efisien

Terwwjudnya  sistem  administrasi |
penyelenggaraan pemilu vang tertib, |
efektif dan efisien
Terwwudnya Reformasi Birokrasi di |
KPLJ kabupaten Bungo

1313

117 508/

130,898

575345

612,025

r B I"E[n Innmm Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaizn

Menngkatnya fertib admimistrasi dan
pengelolaan sumbeer daya THARLSia
Tersedianva dam  dan  informas; |

L:pegammn

Tersedianya  Jabatan  Fungsional |
| Penata Kelola Pemilu (JF PEF) sesuar |
peraturan perundang-undangan yang
berlaku |

| Adhoi }

%719

29041

19862

10425

14.352




3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Meningkatnya pembinaan | 1 S10.662] 158080] 1551783 1358861 1715157
| perbendaharann '
I Terlaksananya sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan
Terselesaikannyu permasalahan
pmg,nl::f[aan kevangan | ' [

Tersusunnya EH.FTH[I;
pertanggungjawaban  pengpunaan

S MMggaian - | |
| Terwujudnya  pengelolaan  barang ‘

milik negara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang berfaku
E Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor

| Meningkataya kualitas tata kelola | 521533 s2i33] s2is33 Saiam 521533
administrasi persuratan dan
pengelolaan arsip

Terwujudnya dukungan sarana dan '
prasarana  puna  menimgkatkan | |
keluncaran ugas KPL

Terwuwjudnya keamanan  dan
ketertiban  di  lingkungan KPU
Kabupaten Bungo

3. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal

Meningkatnya efekhifitas | 21437 23387 39400 35759 30885
pengawasan imternal di lingkungan
KPU Kabupaten Bungo
Menngkamya p;ﬁ;nf_ﬂ'n?;garm_
] SPLP -
Meningkatnys akuntabilitas kinerja

i lingkungan KPU Kabupaten
Bungo - |
6. Peningkatan Kompetensi SDM KPU Kabupaten Bungo

| Meningkatnya  Kompetensi SDM | 37687 3585 43 042] 43100 43300
. KPL Kabupatea Bungo |'




Tabel 4.6 Kerangka Pendunaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program
Penyelenggaraan Pemilo dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

’

d Seiatan Program 200 | 201 | 20m r' W3 | 2024

Kegiatan
1. Frogram Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Terlaksananya penetapan Keputusan | 8.888]  8671] 8010 7.006] 7620
KFU Ksbupaten Bungo sesum
dengan ketentuan Peraturan
Perundang - Undangan, serta
pendokumentasian informasi hukum

Terwujudnya Dukungan  Logistik

dalam Penyelengparaan
Pemilu/Pemilihan -
Terwujudnya tahapin

PemiluPemilihan Smi Jadwal
1. Pelaksanann Dukungan Bantuan Hukum

b —

| Terlaksananya penyelesaian | 12380) 10658 11725 ase29] 41087
senghketa dan pelavanan
pertimbangan hukum , |

2. Pelaksanuan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW

Terwujudnya peny elenggaman 11478 508200 31863] 43008 496060
PemilwPemilihan sesuai jadwal

Terlaksananva lavanan administras)
PAW tepat waktu dan sesuai aturan

3. Fasilitasi Pelatihan Masvarakat dan Fupﬂuunriu Hubungan Masyarakat

o Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu | 45618] 48475 351538 37088 45,705,
Pendidikan ~ Pemilih ~ kepada
Masvarakat Umum

Pendidikan Pemilih kepada Pemilih
Pemula, Perempuan dan Disabilitas
M:ningl:s_,mfa kmlmmi_n;.ranh
informasi dan data vang cepat sera
J air.unu

Hal-;:*huldt:r (Partai  Polik, LSM,
Ormas,  Pemenntah  Daerah, |
Perguruan Tingpi dan Masyarakat) | |

4. Pelaksanaan Penpelolaan Logistik

Terlaksananya fasilitas pengelolaan 0000( 22000 25829] 338%8] 3734
data  kebumhan, pengadaan,
pendistribusian, serta pemeliharaan ‘




' dan IV Eniarisas] logistik
Pemilu/Pemilihan
Ketersediaan logistik
Pemilu/Pemilihan

5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

Tersedianya data, informasi , sarana 240000 26000 29000, 39000  47.000]
dan prasarama teknologt informas:




BAB V
PENLTUP

Renstra KPU Kabupaten Bungo tahun 2020-2024 merupekan dokumen perencanaan 5
tahunan yang menjadi penduan bag pimpinan KPLU Kabupaten Bungo dan seluruh Sekretarial KPL
Kabupaten Bungo dalam menemuban rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten
dengan sasaran prionitas pembangunan dan pemerintahan Renstm ini berisi VISE, misi, tujuan,
sasaran, dan steategi yang melipun kebijokan dan program untuk kurun wakty § (hma) tahun vang
akan datang. Dalam rangka memberkan kerangha kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam
kurun waktu tersebut, dokemen Renstra KPLT Kabupaten Bungo tahun 2002-2024 ini dilengkapi pula
dengan lampiran matriks kinerja dan pendannan KPU Kabupaten Bungo

Renstra KPLU Kabupaten Bungo whun 2020-2024 merupakan komitmen bersama bagi KPL
Kabupaten Bungo untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta
memngkatkan kinerja sesum dengan target vang ditetapkan dalam RPIMN 2020-2024. Dalam hal
ini, KPL Kabupaten Bungo tunduk dan patuh dalam meluksanakan segala kebijukan terkan Pemily
yang diatur oleh Undang - Undang, Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan
acuan dalam pelaksanaan program dan kegratan yang berorientasi pada kinerja.







